
BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap kasus Perusahaan “X” mengenai sertifikasi

halal dan bentuk perlindungan bagi konsumen, penulis akan menarik kesimpulan

berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Berikut kesimpulan yang ditarik oleh penulis dari hasil analisis diatas.

1.1. Labelisasi sertifikasi halal merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh

Perusahaan “X” untuk memperoleh pernyataan kehalalan pada produk

makanan dan minuman yang dijualnya. Berdasarkan analisis yang telah

dilakukan, Perusahaan “X” tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya meski

belum memperoleh sertifikasi halal pada produknya. Kenyataan tersebut

bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang

secara tegas menyatakan bahwa produk yang masuk dan beredar di Indonesia

untuk diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Seharusnya peredaran produk

makanan dan minuman yang tidak bersertifikat halal di Indonesia tidak

diperkenankan, baik produk tersebut berasal dari dalam negeri maupun luar

negeri. Produk yang dapat diperdagangkan di Indonesia adalah produk yang

halal dan tidak halal. Secara normatif, memang tertulis bahwa ketentuan

mengenai sertifikat halal bersifat wajib. Namun, penegakan untuk Perusahaan

“X” yang belum memperoleh sertifikat halal tidak tersedia, begitu juga untuk

para pelaku usaha yang lain. Ketentuan mengenai kewajiban bersertifikat halal

ini jelas bertolak belakang dengan realitas yang terjadi karena penegakan

untuk merealisasikan kewajiban bersertifikat halal pada produk makanan dan

minuman belum tersedia. Tidak sedikit perusahaan yang dapat menjalankan

usahanya tanpa terkena akibat hukum. Kenyataan ini menyimpulkan bahwa
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selama ini tidak terdapat penegakan yang tegas untuk mengatasi perusahaan

yang tidak memiliki sertifikat halal pada produk makanan dan minuman.

Kurangnya pemahaman dan kepatuhan akan hukum serta kesadaran dari para

pelaku usaha atas pentingnya sertifikat halal akan menimbulkan kerugian bagi

Perusahaan “X” itu sendiri. Dengan keberadaan sertifikat halal, industri

makanan dan minuman halal memiliki potensi yang besar di Indonesia karena

mayoritas masyarakat menganut agama Islam. Perusahaan “X” yang belum

memperoleh sertifikat halal akan menimbulkan kerugian bagi bisnis itu

sendiri. Selain Perusahaan “X” akan mendapatkan penolakan dari masyarakat,

berkurangnya minat konsumen dalam membeli produk Perusahaan “X” juga

dapat terjadi. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak ada jaminan akan

kehalalan atas produk Perusahaan “X”. Perusahaan “X” harus menanggung

kerugian tersebut karena telah tidak mengikuti ketentuan bersertifikat halal

dan tidak mempedulikan rasa keamanan batin konsumen yang beragama

Islam. Dengan demikian, sertifikat halal menjadi penting karena selain dapat

memberikan perlindungan kepada konsumen yang beragama Islam, sertifikat

halal juga dapat meningkatkan keuntungan yang diperoleh Perusahaan “X”.

1.2. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen terkait produk

Perusahaan “X” yang belum memperoleh sertifikasi halal dibagi menjadi dua

tahapan, yaitu pada saat pra beli dan pasca beli. Perlindungan pada tahap pra

beli pada konsumen dibagi menjadi tiga, yaitu peraturan perundang-undangan

(legislation), pengaturan mandiri (voluntary self regulation), dan pengaturan

bersama (co-regulation). Sementara, perlindungan pada tahap pasca beli

dibagi menjadi dua jalur, yaitu dengan litigasi atau non litigasi. Penyelesaian

sengketa secara litigasi terbagi atas dua alternatif, yakni peradilan umum

melalui gugatan biasa dan peradilan umum dengan gugatan sederhana.

Kemudian, penyelesaian sengketa secara non litigasi dapat diselesaikan

dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Cara penyelesaian
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sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan tindakan mediasi,

konsiliasi, dan arbitrase. Akibat hukum yang dapat diterima Perusahaan “X”

karena tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal adalah dengan

dikenakannya Pasal 62 ayat 1 UUPK. Pelaku usaha yang melanggar pasal

tersebut akan dikenakan sanksi pidana dengan penjara 5 tahun dan denda

sebanyak Rp. 2.000.000.000,00. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label

halal produknya sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 25 UU JPH akan

dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga

pencabutan sertifikat halal. Berdasarkan Pasal 61 ayat 2 PP No. 69 tahun

1999, pelaku usaha akan dikenakan sanksi administratif, apabila melanggar

ketentuan peraturan tersebut. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah

tidak terdapat ketentuan mengenai akibat hukum yang sesuai bagi produk

Perusahaan “X” yang belum memperoleh sertifikat halal. Hal ini

menyebabkan masih terjadinya kekosongan hukum antara permasalahan

Perusahaan “X” yang belum memperoleh sertifikat halal dengan ketentuan

yang ada. Meski terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa produk

Perusahaan “X” wajib bersertifikat halal sebelum diperdagangkan, namun

penegakan dan akibat hukum untuk melaksanakan kewajiban tersebut belum

tersedia. Sehingga, dibutuhkannya penegakan kewajiban bersertifikat halal.

Pemerintah juga diharapkan untuk melakukan pengawasan terhadap para

pelaku usaha yang belum memperoleh sertifikat halal namun tetap mampu

menjalankan kegiatan usahanya.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, penulis

memiliki beberapa saran yang dapat digunakan untuk menanggulangi terjadinya

kasus Perusahaan “X” yang tidak memperoleh sertifikat halal. Berikut upaya yang

dapat dilakukan agar permasalahan ini tidak terulang kembali:
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2.1. Perusahaan “X” disarankan untuk memberikan informasi yang benar, jelas,

dan jujur mengenai kondisi kehalalan produk yang dijualnya agar tidak terjadi

pesan ganda bagi konsumen. Hal ini perlu dilakukan agar Perusahaan “X”

dapat menjaga hak dan keamanan konsumen beragama Islam untuk tidak

terkecoh dalam membeli produknya. Perusahaan “X” juga perlu mematuhi

seluruh peraturan yang berlaku. Kemudian untuk para pelaku usaha lain juga

disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran diri akan

pentingnya sertifikat halal pada produknya. Selain itu, pelaku usaha lain juga

perlu menumbuhkan rasa inisiatif dalam mematuhi seluruh peraturan yang

berlaku, dengan cara mengajukan permohonan sertifikat sertifikasi halal dan

labelisasi halal. Hal tersebut berlaku juga bagi seluruh pelaku usaha yang

ingin memproduksi produk makanan dan minumannya di wilayah Indonesia.

Bagi pelaku usaha UMKM yang kesulitan dalam mengajukan permohonan

sertifikat halal dan label halal karena ada hambatan biaya dan sebagainya,

maka pemerintah juga telah menyediakan program self declare. Dengan

demikian hal ini juga akan mengatasi masalah banyaknya produk yang beredar

tanpa sertifikat halal dan menjamin kehalalan produk yang akan dikonsumsi

oleh konsumen beragama Islam.

2.2. Konsumen beragama agama Islam disarankan untuk menjadi konsumen yang

lebih cermat dalam memilih suatu produk yang hendak di konsumsinya.

Dibutuhkan kewaspadaan dan ketelitian dalam memilih produk makanan atau

minuman yang hendak dikonsumsi. Kecermatan dan ketelitian tersebut

diperlukan agar konsumen beragama Islam mampu terhindar dari produk yang

tidak halal. Informasi atas suatu produk makanan dan minuman merupakan hal

yang penting, karena hal tersebut memiliki kaitan yang erat dengan hak

konsumen beragama Islam.
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2.3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai pihak yang bertanggungjawab atas

proses sertifikasi halal disarankan untuk memiliki badan pengawas halal.

Badan pengawas ini penting untuk dibentuk, karena mayoritas penduduk di

Indonesia adalah beragama Islam. Lembaga pengawas halal dibentuk dengan

harapan, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketentuan

menjalankan usaha di Indonesia mampu diwujudkan. Oleh karena itu,

lembaga khusus untuk melakukan pengawasan atas beredarnya produk halal

menjadi sangat dibutuhkan.

2.4. Pemerintah disarankan untuk memberikan pengaturan yang mengatur secara

khusus dan konsekuensi mengenai Perusahaan “X” yang belum memperoleh

sertifikat halal, namun tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya.

Pemerintah dapat melakukan perubahan dengan menyisipkan ketentuan yang

mengatur mengenai hal ini, pada peraturan Undang-Undang dan peraturan

pemerintah mengenai jaminan produk halal. Pemerintah juga dapat

bekerjasama dengan seluruh lembaga yang terkait untuk memberikan

perlindungan bagi konsumen. Dengan adanya kerjasama dengan lembaga

terkait maka pemerintah perlu meningkatkan keseriusan dalam melakukan

pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di Indonesia secara aktif.

Selain Pemerintah Pusat, mengingat cakupan peredaran produk makanan dan

minuman sangatlah luas, maka peran Pemerintah Daerah juga menjadi krusial

untuk membantu pengawasan terhadap produk halal dan tidak halal. Dan yang

terakhir, peran masyarakat juga perlu ditingkatkan demi perlindungan secara

mandiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan demi meningkatkan peran

masyarakat adalah dengan diberikannya penyuluhan dan pelatihan. Hal ini

memiliki tujuan agar masyarakat mampu mengkonfirmasi secara mandiri,

mana produk makanan dan minuman yang halal atau tidak halal.
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